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ADMINISTRASI DAN TRAINING OF TRAINER 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pelatihan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk 

memodifikasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui pengalaman 

belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap 

kegiatan atau berbagai kegiatan. Untuk menunjang pelaksanaan suatu 

pelatihan diperlukan adanya panduan yang dapat memberikan arahan 

dalam hal teknis pelaksanaan.  

Panduan pelaksanaan suatu pelatihan dapat dikatakan baik jika 

memberikan serangkaian instruksi yang akan meningkatkan kualitas 

pelaksanaan pekerjaan, proses, atau tugas yang dilakukan oleh 

penyelenggara maupun peserta pelatihan melalui bahasa yang mudah 

dipahami dan jelas. 

Saat menyusun panduan pelaksanaan pelatihan penting untuk 

memikirkan bagaimana, dan oleh siapa, panduan tersebut akan 

dibaca. Salah satu hal penting yang perlu dipertimbangkan ketika 

menyusun panduan pelatihan adalah kemudahan perolehan informasi yang 

dapat diikuti. Jika panduan pelaksanaan menggunakan terlalu banyak 

jargon teknis atau terlalu rumit dan bertele-tele, mungkin sulit untuk 
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dipahami.  Panduan sebagai dokumen pelatihan jika sulit dipahami 

kemungkinan besar akan membingungkan penyelenggaraan saat ini dan 

masa depan, sehingga menyebabkan penundaan dan kesalahan proses 

bisnis. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis penyusunan panduan 

pelaksanaan pelatihan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan 

panduan pelaksanaan pelatihan baik pelatihan teknis administrasi maupun 

Training of Trainer (TOT) pada Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat 

Keagamaan dan Loka Diklat Keagamaan. 

 

B. Maksud dan Tujuan  

Petunjuk teknis ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Penjelasan operasional mengenai prosedur dan tahapan pelaksanaan 

penyusunan panduan pelatihan; 

2. Perangkat dalam memahami tujuan yang akan dicapai dalam 

pelaksanaan pelatihan teknis administrasi; 

3. Pedoman bagi Pusdiklat Tenaga Administrasi, Balai Diklat 

Keagamaan, Loka Diklat Keagamaan dalam pelaksanaan pelatihan 

teknis administrasi dan Training of Trainer (TOT). 

 

C. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup petunjuk teknis penyusunan panduan pelatihan 

meliputi prinsip-prinsip penyusunan, persiapan penyusunan,  bagian-bagian 

panduan pelatihan, dan bentuk penyajian  panduan. 

 

D. Pengertian Umum  

Dalam keputusan  ini, yang dimaksud dengan:  

1. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi yang selanjutnya  

disebut Pusdiklat Tenaga Administrasi adalah satuan kerja pada 

Kementerian Agama yang mempunyai tugas menyelenggarakan 

pelatihan administrasi, mengembangkan sistem pelatihan administrasi, 

dan pembinaan unit pelaksana teknis di bidang pelaksanaan pelatihan 

administrasi; 

2. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut 

Balai Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan 
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Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai 

tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan 

dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM di wilayah kerja masing - 

masing dengan berpedoman kepada kebijakan Kepala Badan 

Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan 

Kementerian Agama; 

3. Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan yang selanjutnya disebut 

Loka Diklat Keagamaan adalah unit pelaksana teknis pelatihan 

Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai 

tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis 

pendidikan, dan pelatihan teknis keagamaan bagi SDM Kementerian 

Agama di wilayah kerja masing-masing sesuai peraturan perundang-

undangan; 

4. Pelatihan adalah penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka 

mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai 

Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (PN-PASN), dan Masyarakat 

sesuai persyaratan jabatan pada Kementerian Agama, yang 

dilaksanakan dalam durasi tertentu dengan ketentuan tiap jam pelajaran 

selama 45 (empat puluh lima) menit; dan dalam bidang 

keahlian/kompetensi teknis administrasi dan Training of Trainer (TOT); 

5. Training of Trainer adalah pelatihan yang diselenggarakan bagi calon 

pengampu/pengajar/fasilitator dari suatu pelatihan; 

6. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang berisi capaian 

pembelajaran, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan pelatihan dan orientasi;  

7. Tenaga kediklatan adalah tenaga yang berpartisipasi dalam pelatihan 

sebagai praktisi/tenaga ahli, widyaiswara, pejabat struktural, Jabatan 

Fungsioal yang berpengalaman dalam jabatan struktural dan panitia 

penyelenggara; 

8. Sertifikat adalah bukti penyelesaian masa pelatihan sekaligus 

merupakan bentuk pengakuan terhadap penguasaan keilmuan/keahlian 

yang telah dimiliki peserta pelatihan yang diberikan pada akhir masa 

pelatihan teknis administrasi; 
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9. Surat Tanda Tamat Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTP adalah 

bukti penyelesaian masa pelatihan Training of Trainer sekaligus 

merupakan bentuk pengakuan terhadap penguasaan keilmuan/keahlian 

yang telah dimiliki sehingga dipandang cakap untuk 

mengajar/mengampu mata pelatihan sesuai yang tercantum pada STTP 

tersebut; 

10.  Flipbook adalah teknologi buku digital atau e-book tiga dimensi yang  

mampu menyuguhkan banyak unsur menarik seperti penambahan 

video yang dengan satu kali klik maka akan berputar, bisa diisi dengan 

animasi, khususnya animasi bergerak dimana lembaran di flipbook yang 

bisa dibuka seperti membuka lembaran buku cetak; 

11. Microteaching/Microtraining adalah simulasi pembelajaran dalam TOT 

sebagai metode latihan untuk meningkatkan kemampuan serta 

keterampilan dasar seorang calon pengajar/pengampu dalam mengajar. 

 

BAB II 

PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN PANDUAN PELATIHAN 

 

Penyusunan panduan pelatihan dilakukan dengan prinsip:  

a. Kejelasan, yaitu taraf kemudahan suatu panduan dapat dimengerti, 

tidak menimbulkan banyak penafsiran  sehingga dapat dilaksanakan 

penggunanya. Panduan pelatihan merupakan dokumen yang cukup 

penting dalam suatu penyelenggaraan sebagai pengarah teknis 

pelaksanaan sehingga perlu disusun secara jelas. 

b. Informatif, yaitu panduan hendaknya disusun untuk menginformasikan 

teknis penyelenggaraan, terkait apa, siapa, dan bagaimana proses 

pelatihan dilaksanakan; 

c. Kesesuaian, yaitu panduan hendaknya disusun sesuai dokumen-

dokumen pendukung seperti keputusan kepanitiaan, kurikulum, jadwal, 

data sarana maupun prasarana yang sesuai dengan keadaan terakhir 

(update). Oleh karena itu, pengecekan terhadap kondisi perkembangan 

terkini/ updating data perlu senantiasa dilakukan sebelum panduan 

difinalkan/dicetak. 
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BAB III 

 PERSIAPAN PENYUSUNAN PANDUAN PELATIHAN  

 

Sebelum menyusun panduan pelatihan perlu menyiapkan dokumen seperti: 

a.  Keputusan Kepanitiaan 

Penetapan pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan atas pegawai 

yang dinilai kompeten dalam penyelenggaraan pelatihan sebagai tenaga 

kediklatan. Dalam keputusan kepanitiaan terdapat susunan kepanitiaan 

mulai dari pengarah, penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan anggota.  

 

b.  Kurikulum  

Dokumen kurikulum merupakan hal penting untuk disiapkan. Kurikulum 

akan menjadi acuan dan memberikan kemudahan kepada penyelenggara 

dalam menginformasikan mata pelatihan apa saja yang akan dipelajari 

peserta. Selain itu informasi dalam kurikulum tersebut akan menjadi 

acuan bagi penyelenggara untuk melakukan koordinasi kepada 

narasumber /pengampu tiap mata pelatihan yang dijadwalkan. 

 

c. Jadwal Pelatihan 

Jadwal pelatihan merupakan dokumen yang akan dilampirkan dalam 

panduan pelatihan. Jadwal pelatihan memberikan informasi 

pengalokasian waktu dan rangkaian kegiatan serta mata pelatihan yang 

akan dipelajari peserta juga informasi mengenai narasumber/fasilitator 

yang mengajar.  

 

d. Data Sarana Prasarana 

Dalam panduan pelatihan informasi yang disajikan memuat data sarana 

prasarana. Hal ini dimaksudkan agar peserta dapat menggunakan 

fasilitas berupa sarana maupun prasarana dengan optimal. 

 

e. Instrumen Evaluasi,  

Panduan pelatihan tidak hanya memberikan gambaran pelaksanaan saja, 

namun panduan juga menginformasikan bagaimana penyelenggara 

melakukan evaluasi/penilaian. Evaluasi dimaksudkan  sebagai 
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alat/instrumen penilaian yang akan menjadi alat ukur keberhasilan 

penyelenggaraan pelatihan 

 

 

BAB IV 

BAGIAN-BAGIAN PANDUAN PELATIHAN 

 

1. Panduan pelatihan paling sedikit memuat cover, daftar isi, bagian 

pendahuluan, pelaksanaan, evaluasi dan penutup serta lampiran sesuai 

dengan format 1. 

2. Pada bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang,  dasar hukum, 

tujuan dan pendanaan sesuai dengan format 2. 

3. Pada bagian pelaksanaan memuat struktur kurikulum, waktu dan 

tempat pelaksanaan, sarana dan prasarana, pendekatan dan metode 

pelatihan, tenaga kediklatan, peserta, hak dan kewajiban peserta, serta 

tata tertib sesuai format 3. 

4. Pada bagian pelaksanaan pelatihan teknis administrasi yang 

mencantumkan kegiatan seminar ataupun microteaching pada TOT 

dicantumkan penjelasaan mengenai teknis pelaksanaan kegiatan 

tersebut dan/atau dapat dibuat dengan panduan terpisah yang secara 

khusus menjelaskan teknis pelaksanaan seminar atau 

microteaching/microtraining tersebut. 

5. Pada bagian evaluasi memuat penilaian terhadap peserta, 

fasilitator/narasumber, penyelenggara, serta sertifikat dan/atau STTP 

bagi TOT sesuai format 4. 

6. Pada Panduan Pelatihan Teknis Administrasi tertentu seperti Pelatihan 

Teknis KTI yang mencantumkan dalam kurikulumnya terdapat seminar 

maka dalam bagian evaluasi disebutkan penilaian seminar KTI sebagai 

salah satu komponen penilaian terhadap peserta.  

7. Pada Panduan TOT maka bagian evaluasi juga menyebutkan penilaian 

pada kegiatan Microteaching/microtraining yang menjadi  salah satu 

komponen penilaian terhadap peserta.  

8. Pada bagian akhir terdapat bab penutup.   

9. Panduan pelatihan wajib melampirkan jadwal pelatihan. 
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BAB V 

BENTUK PENYAJIAN PANDUAN PELATIHAN 

 

1.  Panduan pelatihan dapat disajikan dalam bentuk softcopy. 

2.  Penyajian panduan pelatihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 

disajikan dalam format pdf atau format lain seperti e-book/flipbook. 

3.  Untuk mendukung kejelasan informasi yang disampaikan panduan 

dapat disajikan dengan menggunakan infografis yang memungkinkan 

tampilan yang menarik sehingga mudah diingat. 

 

 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

Petunjuk Teknis Penyusunan Panduan Pelatihan Teknis Administrasi 

dan Training of Trainer ini merupakan pedoman bagi Pusdiklat Tenaga 

Administrasi, Balai Diklat Keagamaan, dan Loka Diklat Keagamaan pada 

Kementerian Agama dalam menyelenggarakan program pelatihan teknis 

administrasi dan Training of Trainer bagi pegawai ASN dan masyarakat.  

 

 

 

 

 

 



8 

 

FORMAT 1          
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FORMAT 2                                                     FORMAT 3 
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FORMAT 4 

 

 

 

 




